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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat dibuat 

kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di 

Kota Padang.  

a. Pihak Satpol PP Kota Padang 

Tawuran pelajar dipicu oleh kombinasi faktor internal (rivalitas antar 

sekolah, pengaruh alumni, lingkungan keluarga) dan eksternal (teman 

sebaya, pengaruh media sosial, pengaruh fasilitas modern). 

b. Pelajar Pelaku Tawuran 

Keterlibatan pelajar dalam tawuran dipengaruhi oleh latar belakang 

pribadi dan sekolah, pengaruh lingkungan sosial, peran kelompok 

solidarita, permasalahan antar sekolah, peran media dan Teknologi, 

serta penilaian pribadi dan motivasi. 

c. Pihak Sekolah 

Pihak sekolah menilai tawuran sebagai hasil faktor internal siswa, 

faktor lingkungan sekolah, faktor pergaulan dan pengaruh eksternal, 

faktor keluarga 

2. Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Perda No. 1 Tahun 2025 untuk 

penanganan Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang. 

berupa: 

a. Kendala pasca penertiban terkait sanksi dan keterbatasan regulasi  

b. Keterbatasan Personel, Sarana, dan Dukungan Pihak Luar 

c. Kendala Koordinasi Antarinstansi dan Penerimaan Masyarakat 

d. Dilema Penegakan Hukum dan Pendekatan Pembinaan terhadap 

Pelajar 
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3. Strategi Atau Upaya Yang Dilakukan Satpol PP Dalam Mencegah Dan 

Menangani Tindak Kekerasan Oleh Pelajar (Tawuran) Di Kota Padang 

Penanganan tawuran dilakukan berdasarkan struktur, substansi, dan 

budaya hukum. Satpol PP didukung struktur kelembagaan yang jelas dan 

unit operasional khusus, meski efektivitasnya bergantung pada kesiapan 

aparat dan sinergi antar instansi. Substansi hukum telah diatur dalam 

Perda No. 1 Tahun 2025, namun masih memerlukan aturan turunan. 

Budaya hukum pelajar masih perlu diperkuat melalui peran sekolah, orang 

tua, dan masyarakat. Strategi pencegahan dan penanganan meliputi: 

a. Patroli lapangan dan Penyuluhan  

b. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan 

c. Program Pembinaan terhadap pelajar yang pernah terlibat tawuran. 

d. Pendekatan humanis dan restorative justice  

e. Pemetaan wilayah rawan  dan pencegahan dini  

f. Evaluasi internal terhadap efektifitas program pencegahan 

g. Bertindak sesuai kewenangan Satpol PP sesuai Perda Nomor 1 tahun 

2025 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa temuan menunjukkan 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tawuran pelajar serta tantangan 

dalam penegakan Perda No. 1 Tahun 2025 dan pelaksanaan strategi oleh 

Satpol PP. Oleh karena itu, untuk memberikan arahan bagi penelitian dan 

kebijakan selanjutnya, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Satpol PP Kota Padang  

Disarankan kepada Satpol PP untuk mengembangkan strategi 

pencegahan tawuran yang terintegrasi dan berbasis preventif melalui 

penerapan Early Warning System, penguatan penegakan Perda No. 1 

Tahun 2025, serta optimalisasi patroli dialogis dan edukasi partisipatif. 

Strategi ini dilakukan dengan patroli siber dan pemetaan titik rawan 
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secara real-time, pengawasan terjadwal pada jam rawan serta 

pemberian sanksi tegas guna menciptakan efek jera, disertai 

pembentukan jejaring komunikasi cepat dengan sekolah, tokoh 

masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan pendekatan terpadu yang 

memadukan deteksi dini, penegakan hukum, dan pembinaan mental 

berbasis restorative justice, Satpol PP dapat menutup ruang gerak 

perencanaan tawuran sekaligus membangun kesadaran hukum pelajar 

secara berkelanjutan. 

2. Bagi Pemerintah Kota Padang: Disarankan agar Pemerintah Kota 

Padang memperkuat infrastruktur pencegahan dengan 

mengintegrasikan teknologi Smart City melalui pemasangan CCTV di 

titik rawan serta mengaktifkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning 

System) yang menghubungkan laporan warga secara langsung ke pusat 

komando Satpol PP. Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan 

anggaran khusus untuk program pemberdayaan remaja berbasis 

komunitas dan penyediaan ruang publik positif guna mengalihkan 

energi negatif pelajar ke kegiatan yang lebih produktif dan terukur. 

3. Disarankan kepada pihak sekolah dan orang tua untuk membangun 

sinergi pengawasan dan pembinaan secara proaktif guna mencegah 

keterlibatan siswa dalam tawuran. Sekolah perlu menerapkan 

pemantauan digital terhadap aktivitas media sosial siswa, memberikan 

sanksi guna membuat efek jera, memperketat sistem absensi 

terintegrasi dengan notifikasi kepada orang tua, serta mengoptimalkan 

peran Guru BK dan Tim Pencegahan Kekerasan dalam melakukan 

deteksi dini dan konseling kelompok atas potensi konflik antar-geng. 

Sementara itu, orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan 

terhadap pergaulan dan aktivitas anak, membangun komunikasi dua 

arah yang intensif, serta aktif terlibat dalam koordinasi dengan sekolah 

dan pengawasan jam malam, sehingga tercipta kontrol bersama yang 

mampu menutup peluang terjadinya tawuran sejak tahap awal. 
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